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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Anak perusahaan BUMN memiliki kedudukan yang sama dengan BUMN 

lainnya sebelum ada pembentukan holding. Dengan dibentuknya holding, maka 

kepemilikan negara pada suatu BUMN menjadi beralih kepada BUMN lainnya. Hal 

ini mengakibatkan BUMN tersebut menjadi anak perusahaan dari BUMN yang 

lainnya. Sehingga BUMN menjadi pemilik atau pemegang saham mayoritas dari 

anak perusahaan BUMN. Pembentukan holding BUMN ini dilakukan berdasarkan 

PP No. 72 Tahun 2016. 

  Berdasarkan prinsip separate legal entity dan prinsip limited liability, anak 

perusahaan BUMN merupakan badan hukum tersendiri. Holding dan anak 

perusahaan yang tergabung dalam satu kesatuan ekonomi sebagai perusahaan grup 

tidak menghapuskan status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek 

hukum mandiri. Dengan demikian holding memiliki tanggung jawab terbatas 

(limited liability) terhadap anak perusahaan, yaitu tanggung jawab induk 

perusahaan terbatas sebesar saham yang dimiliki pada anak perusahaan.. 

  Kepemilikan anak perusahaan BUMN oleh holding BUMN ini terjadi 

karena adanya peralihan kepemilikan saham seri B milik negara dari BUMN anak 

perusahaan BUMN kepada holding BUMN. Sehingga modal dari anak perusahaan 

BUMN akan berasal dari holdingnya dan tidak ada lagi penyertaan modal dari 

negara. Dengan demikian, anak perusahaan BUMN tidak lagi sesuai dengan unsur-

unsur yang ada dalam pengertian BUMN sebagaimana diatur dalam UU BUMN 

dan anak perusahaan BUMN tidak dapat disebut sebagai BUMN. Karena sudah 

tidak berstatus sebagai BUMN, maka status anak perusahaan BUMN (dalam hal ini 

adalah persero) berubah menjadi PT yang tunduk sepenuhnya pada UU PT. 
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  Namun dengan beralihnya kekayaan negara dari anak perusahaan BUMN 

kepada BUMN lain yang kemudian menjadi holdingnya, hal ini tidak 

menghapuskan hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan negara. Negara 

masih memiliki hubungan dengan anak perusahaan BUMN melalui kepemilikan 

saham seri A dwiwarna pada anak perusahaan BUMN. Pengalihan saham yang 

dilakukan oleh pemerintah dari suatu BUMN dalam pembentukan holding, hanya 

dilakukan pengalihan saham seri B saja. Hak istimewa negara muncul karena 

adanya kepemilikan saham seri A dwiwarna tersebut. Namun disamping hak 

istimewa negara melalui saham seri A dwiwarna, terdapat pula hak-hak yang sama 

yang dimiliki oleh holding BUMN sebagai pemilik dan pemegang saham mayoritas 

dari anak perusahaan BUMN.  

 Dengan adanya hak istimewa yang dimiliki oleh negara, maka hak dari 

pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan BUMN menjadi terbatas. 

Holding sebagai pemilik dan pemegang saham mayoritas pada dasarnya juga 

memiliki hak yang sama dengan hak istimewa yang dimiliki oleh negara. Holding 

BUMN melakukan kontrol terhadap anak perusahaan BUMN melalui RUPS 

sebagai akibat dari kepemilikan saham mayoritas oleh holding terhadap anak 

perusahaan sesuai dengan prinsip one share one vote.  

 

5.2. Saran  

 Kepemilikan saham seri A dwiwarna oleh negara pada anak perusahaan 

BUMN menimbulkan adanya hak istimewa negara pada anak perusahaan BUMN 

tersebut. Disamping hak istimewa yang dimiliki oleh negara juga terdapat hak-hak 

yang dimiliki oleh holding sebagai pemilik dan pemegang saham mayoritas. penulis 

berpendapat agar pemerintah melepaskan kepemilikan saham seri A tersebut pada 

anak perusahaan BUMN. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi yang dilakukan  

agar tidak ada pihak yang dirugikan berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh 

pemegang saham pada anak perusahaan BUMN, baik itu saham seri A dwiwarna 
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maupun saham mayoritas yang dimiliki oleh holding. Oleh karena itu, penulis 

berpendapat bahwa kepemilikan saham seri A dwiwarna oleh negara harus 

dilepaskan. Hal ini juga mengingat anak perusahaan BUMN yang sudah bukan 

merupakan BUMN dan berstatus sebagai PT yang tunduk sepenuhnya terhadap UU 

PT. 

 Dengan lepasnya kepemilikan negara pada anak perusahaan BUMN melalui 

saham seri A dwiwarna, bukan berarti negara kehilangan kontrol atas anak 

perusahaan BUMN. Negara masih memiliki kontrol secara tidak langsung terhadap 

anak perusahaan BUMN melalui kepemilikan saham mayoritas anak perusahaan 

BUMN oleh BUMN sebagai holding BUMN.  Sehingga negara tidak perlu lagi 

memiliki hak istimewa pada anak perusahaan BUMN yang menimbulkan adanya 

keterbatasan hak pada holding sebagai pemegang saham mayoritas pada anak 

perusahaan BUMN.
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